BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti dapat

meyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab tidak tercatatnya perkawinan oleh pejabat yang ditunjuk
oleh negara karena kelalaian dari petugas pencatat nikah, yang mana
pegawai pencatat nikah yang tidak mencatatkan perkawinan mereka di
dalam Register Kantor Urusan Agama, sehingga mereka tidak menerima
Kutipan Akta Nikah. Akibat kelalaian yang dilakukan pegawai
pencatatan perkawinan karena pada saat pasangan suami istri ini
mendaftarkan perkawinan ke KUA hanya ada satu orang yang bertugas
dalam pendaftaran calon pengantin dan calon pengantin yang ingin
mendaftar banyak, dengan banyaknya yang ingin mendaftar pada saat itu
petugas pencatatan perkwinan itu sendiri semakin bingung dan sampai
ada pasangan suami istri yang tidak terdaftar di dalam Register Kantor
Urusan Agama.

2. Sanksi yang diberikan kepada pegawai pencatat nikah yang tidak
mencatatkan perkawinan mereka vyaitu merujuk pada peraturan
perundang-undangan sebagai pelaksanaan tatacara perkawinana, yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 khususnya Pasal 45

disebutkan bahwa hukuman terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan
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hanya dikenai hukuman denda setinggi-tingginya 7.500 atau dengan
hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan. Walaupun dengan adanya
sanksi yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang pelanggaran yang tidak mencatatkan perkawinan, dari pihak
KUA tetap memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak teliti dalam
melaksanakan tugasnya sebagai pegawai pencatatan perkawinan. Sanksi
yang di berikan yaitu diberhentikan dalam beberapa minggu, setelah itu
bisa bekerja kembali dengan catatan masalah seperti ini tidak akan
terulang lagi. Pihak KUA juga mempertegas sanksi tersebut juga bisa

mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah diperbuat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan peneliti diatas, maka peneliti

menyarankan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Aturan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan sudah ada tetapi
masih ada pegawai yang lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai
pegawai pencatatan perkawinan, walaupun hanya bekerja sendiri tetapi
harus lebih teliti lagi dalam menjalankan tugas dan yang sudah menjadi
tanggungjawabnya. Peneliti juga berharap semoga pegawainya
bertambah lebih dari satu, kalaupun tidak bertambah setidaknya pegawai
lain bisa saling membantu. Dengan adanya aturan yang sudah ditetapkan

tersebut seharusnya pegawai pencatat perkawinan harus lebih teliti lagi
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dalam menjalankan tugasnya agar kejadian seperti ini tidak akan terulang
lagi.

. Mengenai sanksi yang diberikan kepada pegawai pencatatan perkawinan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 khususnya
pada Pasal 45 disebutkan bahwa hukuman terhadap pelanggaran
pencatatan perkawinan hanya dikenai hukuman denda setinggi-tigginya
7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus) atau dihukum dengan hukuman kurungan
selama-lamanya 3 bulan, penjelasan tersebut sudah tampak jelas bahwa
negara tidak tegas dengan aturan yang ada. Karena perkawinan dari
pasangan suami istri ini tidak hanya tidak tercatat saja dalam Register
KUA, mereka juga tidak menerima kutipan Akta Nikah dari KUA
karena tidak terdaftar didalam Register. Tetapi dari pihak KUA juga
sudah memeberikan sanksi lain dan pegawai pencatatan perkawinan
tersebut bertanggungjawab atas kesalahan yang sudah ia lakukan
walaupun kejadian tersebut tidak disengaja. Semoga kejadian seperti ini

tidak akan terjadi lagi.
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